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LEMBARAN DAERAI-l
KABU1)ATEN KUTAI TIMUR

NOMOf{ 26 TAHUN 2001

PERATURAN DAEI{AH KABUPATEN KUrl'AI TIMUR

NOMOR ')6 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBEN'l'UKAN OI{GANISA)1 DAN 'l'A'rA Kl~RjA. ,
'.

f3ADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN KUTAI TIMUR

Dl::NGAN RAHMAT l~Ul;AN YANG MAI-i/\ ESA

BUPA'rl KUTAI "fIMU[{ ,

Menimbanu ..... U. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pernerintah Nornor 84

Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka

•
I
I
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perlu untuk mernbentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan

Pernberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Tirnur;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a diatas, perl u

diatur dan ditetapkan dengan Pcraturan Daerah Kabupaten Kutai

Ti 111ur.

Mengingat l. Undang-lJndang NOITlor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 NOITlOr 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3041), scbaguimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun '99<) (Lembaran Negara Tahun

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor-.3890)~

'). lJdang-Undang Nornor 22 Tahun 1999 tcntang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 NOnlO( 60, Tambahan Lernbaran

. Negara Nomor 3839)~

,
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3. 'Jndang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara

Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 3848)~

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun

1999 Nornor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896)

sebagaimana tclah diubah dengan Undang-undang Nornor 7 Tahun

2000~

5. Peraturan Pemerintah Nornor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan

Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lernbaran Negara

tahun 1994 Nomor 21, Tambahan l.ernharan Negara Nomor 3547)~

6. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994
•

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547)~ .,

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor

165);

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan

Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-

Undang, Rancangan Peraturan Peraturan Pernerintah, dan Rancangan

Keputusan Presiden (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang

Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 50 Tahun 2000 tentang

Pedoman Susunan Organisasi dan rata Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota.



Dengan Persetuj uan

DEWAN PE.RWAK·ILAN RAKYAT DAERAH KABl.:PATEN KIJTAI TIMIJR

MEMUTlJSKAN :

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI T1MUR TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAl'l TATA KERJA BADAN

PEMBERDAYAAN MASYARAKArr KI\[~lJPArrEN KUTAI TIMUR.

BABI

KETENTlJAN ul\1lJ IVI

Pasal 1

Dalarn Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;

b. Pernerintahan Daerah, adalah Pemerintahan Kabupaten Kutai Tirnur;
-•

c. Bupati, adalah Bupati Kabupaien Kutai Timur;
..

d. Kepala, adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat:

e. Badan Pemberdayaan Masyarakat, adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten
:

Kutai Timur;

f Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional Badan
Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

BABII

PEMBENTlJKAN

Pasal2

Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kutai Timur dinyatakan dibentuk dengan

Peraturan Daerah ini.

e,
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BAB III

KEDlJDllKAN, TIJGAS POKOK D.:\N FliNGS)

Pasal3

( 1) Badan Pernberdayaan Masyarakat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah;

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah

dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrctaris Daerah.

Pasal4

Badan Pernberdayaan Masyarakat rnempunyai tugas merumuskan dan rnenyusun bahan

kebijaksanaan Pernberdayaan Masyarakat yang meliputi pengernbangan sarana, prasarana,

pengernbangan institusi dan pemberdayaan masyarakat. '

Pasal 5

.
• Dalarn menyelenggarakan tugas sebagaimana dirnaksud pada pasal 4, .Badan Pernberdayaan

Masyarakat mernpunyai fungsi :

a. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup pernberdayaan masyarakat;

b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Perneritahan Daerah.

Pasal6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Badan Pemberdayaan

Masyarakat mernpunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Perencanaan dan Pengkoordinasian .perumusan kebijaksanaan pemberdayaan

masyarakat desa dengan dinas-dinas dan atau badan satuan organisasi lain di

lingkungan Pemerintah Daerah;

b. Pelaksanaan dan atau pengkoordinasian penelitian untuk penyusunan pedoman,

program dan bahan-bahan pengembangan sarana dun prasarana, pengernbangan

institusi dan pemberdayaan masyarakat desa;

c. Pengkajian pelaksanaan kebijaksanaan dan program-program pernberdayaan

masyarakat desa untuk perumusan dan penyusunan bahan kebijaksanaan lebih lanjut;
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d. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Desa;

e. Penyusunan rencana pembangunan tahunan Kecamatan:

f. Penyusunan program kerja, urusan keuangan, dan urusan umum.

BABlV

SlJS(JNAN ORGANISi\SI

Pasa17

( ) ) Susunan Organisasi Badan Pernberdayaan Masyarakat Kubupaten Kutai Tirnur terdiri :

a. Kepala;
"~.
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b. Sekretariat;

I) Sub Bagian Pcrencanaan Program Kerja, Evaluasi dan Pelaporan.

2) Sub Bagian Urnum dan Kepegawaian

3) Sub Bagian Keuangan.
-•

c. Bidang Pernerintahan Desa/Kelurahan;
,.

I)
.

Sub Bidang Pengembangan Desa dun Lcmbaga Adat, Kelembagaan

Masyarakat, Pendapatan dan Kekayaan Desa.

2) Sub Bidang Pengembangan Kelurahan dan aparatur Pemerintahan

Kelurahan, Pendapatan dan Kekayaan Kelurahan,

d. Bidang Sosial Budaya dan Ketahanan Masyarakat;

1) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Motivasi dan Swadaya

Gotong Royong.

2) Sub Bidang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Rernaja.

e. Bidang Usaha Ekonomi;

t ) Sub Bidang Bantuan Pembangunan dan Perkuditan.

/'-) SUl1 Bidang Produksi, Pemasaran, dan Usuha Ekoriorni Keluarga dan

Masyarakat,

f. Bidang Pernanfaatan Surnber Daya Alarn;

1) Sub Bidang Surnber Daya Pantai dan Rehabilitasi / Konservasi.
5



') Sub Bidang Sumber Daya Daratan dan Rehabilitasi j Konservasi.
-,

g. Bidang Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

1) Sub Bidang Pcngkajian dan Permasyarakatan Teknologi Tepat Guna.
.-

2) Sub Bidang Kerjasama dan Bantuan Teknologi Tepat Guna

h. Kelornpok Jabatan Fungsional. :

BABV

'rATA KER.'A

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kcpala Badan Pernberdayaan masyarakat dan kelornpok

tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, i.itegrasi dan sinkronisasi di

Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan antar satuan organisasi di lingkungan

·•
Pemerintah Daerah serta dengan instansi di luar pernerintah daerah sesuai dengan tugas

. .111aS1ng-masmg.
•

Pasal9

Setiap pirnpinan satuan organisasi di Lingkungan Badau Pernberdayaan Masyarakat wajib

menvawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi peuyimpangan agar mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pirnpinan satuan organisasi bertanggung jawab mernirnpin dan mengkoordinasikan

bawahan masing-masi ng dan memberikan bimbingan serta petunj uk bagi pelaksanaan tugas

bawahannva.

Pasal I 1

Sctiup pimpiuan satuan orgunisasi wajib mengikuti dun 1111.!1l1Cnuili petunjuk dan bertanggung

jawan kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepnt pada waktunya.
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Pasal 12

Setiap laporan yang diterirna oleh pimpinan satuan Organisasi dari bawahannyawajib diolah

dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk

memberikan petunj uk kepada bawahan.

Pasal J 3

Dalam menyarnpaikan laporan masing-rnasing kepada atasun, ternbusan laporan wajib

disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang sccara fungsicnal mcmpunyai

hubungan kerja.

Pasal 14

Dalarn melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi

dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib
.• mengadakan rapat berkala .

•
,

PENGANGKA~rAN DALA~l JA8ATAN

Pasal 15

(1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;

(3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dapat diangkat dan diberhentikan oleh

Sekretaris Daerah atas pelirnpahan kewenangan oleh Bupati;

BAB VlI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditctapkannya Peraturan Daerah ini

dibebankan kepada Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai

Timur.
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BABVln

KETENT"UAN PERAL1BAN DAN PENUTUP

Pasal17

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang

bertentangan dengan Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi;

(2) Hal-hal yang belurn cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai pelaksanaanya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal18

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratran

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Disahkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 2001

BUPA TI KUT AI TIMUR,

• ttd

Drs. H. A.WANG FAROEK ISHAK,MJv1.MSi.

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 17 September 200 1

SEKRET ARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAl TIMUR,

"Drs. RU" Y BAS'RUN GAMAS, 'MSc
NIP. 010057 173

LEMBARAN DAERAH KABUP ATEN KUT AI TIMUR
rrAHUN 2001 NOMOR 26
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